ABSTRAK

Penyelesaian hutang piutang dengan penjaminan hak tanggungan, dapat
diselesaikan dengan melakukan eksekusi terhadap tanggungan dengan melalui
prosedur lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL)
dengan pemenuhan syarat — syarat oleh debitor dan kreditor hingga risalah lelang
dikeluarkan. Hal ini merupakan salah satu alternative tentang eksekusi hak
tanggungan manakala debitor wanprestasi. Risalah lelang sebagai suatu hasil dari
pelaksanaan lelang perlu dicermati apakah risalah lelang tersebut dapat berlaku
secara hukum, mengingat pelaksanaan lelang dilakukan tanpa dihadiri oleh pihak
debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan risalah
lelang sebagai akta otentik dalam lelang eksekusi hak tanggungan bisa digunakan
untuk pemenuhan hak-hak kreditur guna pelunasan piutang kreditur ketika debitur
wanprestasi, risalah lelang tersebut sudah mempunyai kekuatan eksekutorial dan
mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan risalah lelang
sebagai akta otentik dalam lelang eksekusi hak tanggungan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu
pendekatan dari sudut sumber — sumber data sekunder, dalam hal ini adalah
peraturan perundang — undangan dan teori — teori hukum. Spesifikasi penelitian
ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran secara jelas, rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai keseluruhan
proses.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa risalah lelang merupakan
akta otentik yang dapat dibuktikan kekuatan hukumnya dan oleh karena itu
seharusnya tidak boleh diganggu gugat. Pembuktian risalah lelang sebagai akta
otentik ini dibuktikan dari pasal 165 HIR dan pasal 285 RBG yang menyatakan
bahwa akta otenti dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa.
Serta dikuatkan oleh pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta
otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang —
undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa sehingga Akta Risalah
Lelang memiliki kekuatan eksekutorial sebagai dasar ekskusi hasil putusan lelang.
Hambatan pelaksanaan risalah lelang dibagi menjadi hambatan yuridis yang
berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU No 4 /1996 dan hambatan non yuridis dari sikap
pihak debitur yang tidak menuruti keputusan lelang.
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ABSTRACT

Settlement of accounts payable by the guarantee of mortgage, can be
completed with the execution of dependents through auction procedures by the
State Property Office and Auction (KPKNL) with eligibility - requirements by
debtors and creditors to auction treatise issued. This is one alternative of the
encumbrance execution when the debtor defaults. Minutes of the auction as a
result of the auction to be seen whether the minutes of the auction can apply the
law, given the auction conducted without the presence of the debtor.

This study aimed to analyze the extent to which the strength of the minutes
of the auction as authentic act in the auction execution of mortgage can be used
for the fulfillment of the rights of creditors to the repayment of receivable creditor
when the debtor defaults, the minutes of the auction already has the power
executorial and identify and analyze the barriers and solutions implementation
treatise auction in the auction as authentic deed of mortgage execution.

This research using normative juridical approach, the approach from the
point source - a secondary data source, in this case the laws - laws and theories -
theories of law. Specifications of this research is descriptive because the research
is intended to provide a clear picture, detailed, systematic and thorough about the
whole process.

Based on the research results that the minutes of the auction is an
authentic act which can be proven legal force and therefore should not be
inviolable. Proof treatise auction as authentic act is evident from Article 165 and
Article 285 HIR RBG stating that the deed otenti made by or in the presence of the
powerful public employee. And strengthened by Article 1868 of the Civil Code
which states that the authentic act is a deed made in the form prescribed by the
Act - legislation by or in the presence of a public official of the ruling so that the
Deed of Minutes of Auction have executorial power as the basis of the verdict of
execution of the auction. Barriers to implementation auction treatise divided into
juridical obstacles that under article 20, paragraph 1 of Law No. 4 of 1996 and
non-juridical barriers of attitude debtor who does not want to obey the decision of
the auction.
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